
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan 

beberapa kesimpulan yang terurai sebagai berikut:  

A. Anak terlantar tidak dapat dikategorikan sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 

menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat 

kesamaan antara unsur-unsur anak terlantar dengan fakir miskin yang terdapat dalam 

Pasal 1 Angka 5 PP PBI Jaminan Kesehatan. Selain itu, tidak terdapat kesamaan unsur-

unsur anak terlantar dengan orang tidak mampu yang terdapat dalam peraturan yang 

sama, yakni dalam Pasal 1 Angka 6 PP PBI Jaminan Kesehatan. 

Definisi anak terlantar terdapat dalam 3 (tiga) aturan perundang-undangan, 

yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan 

Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial. Ketiga peraturan tersebut terdapat perbedaan unsur-unsur anak 

terlantar. Pada Pasal 1 Angka 7 UU Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak terlantar 

adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga 

kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik rohani, jasmani, maupun 

sosial. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 6 UUPA anak terlantar didefinisikan sebagai 

anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual 

maupun sosial. Permensos 08/2012 memberikan definisi atas anak terlantar adalah 



seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi 

anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau 

anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dalam memperoleh unsur-

unsur bagi anak terlantar, penulis menggunakan beberapa asas untuk menentukan unsur 

dari anak terlantar tersebut.  

Adapun dikarenakan Permensos merupakan peraturan yang lebih rendah, maka 

berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, maka definisi anak terlantar dalam 

Permensos menjadi batal dengan Undang-Undang. Sedangkan berdasarkan asas lex 

spesialis derogat legi generalis, maka unsur-unsur dari definisi anak terlantar dalam 

UUPA menjadi tidak dapat digunakan, maka akan digunakan definisi anak terlantar 

dalam UU Kesejahteraan Anak.  

Untuk mengkaji unsur-unsur anak terlantar dan menjawab permasalahan, maka 

digunakan Pasal 1 Angka 7 UU Kesejahteraan Anak. Unsur-unsur anak terlantar 

menurut aturan tersebut adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan 

kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik 

rohani, jasmani maupun sosial. Adapun pengertian anak menurut UU Kesejahteraan 

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum 

pernah kawin. Unsur-unsur inilah yang kemudian disebandingkan dengan unsur-unsur 

fakir miskin dan orang tidak mampu.  

Dalam rangka mengkaji unsur-unsur dari fakir miskin dan orang tidak mampu, 

penulis menemukan bahwa terdapat 4 (empat) aturan yang memberikan definisi (dan 

kategori penggolongan) atas istilah fakir miskin dan orang tidak mampu, yakni 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir 

Miskin, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 Tentang 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah Republik 



Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak memberikan definisi atas fakir miskin dan orang 

tidak mampu, namun dalam peraturan pelaksananya yakni PP PBI Jaminan Kesehatan 

diatur dan diberikan. Adapun Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

146 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang 

Tidak Mampu memberikan kategori untuk siapa saja yang dapat dikategorikan dan 

didata sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu.  

Untuk mengkaji unsur-unsur dari fakir miskin dan orang tidak mampu (yang 

tersebar dalam beberapa aturan), Penulis menggunakan asas lex specialis derogat legi 

generalis yang menyebabkan UU Penanganan Fakir Miskin menjadi tidak berlaku 

dengan keberadaan UU SJSN. Sedangkan dikarenakan ada asas lex posterior derogat 

legi priori, maka keberlakuan PP Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin 

menjadi tidak berlaku dengan adanya PP PBI Jaminan Kesehatan. Maka unsur-unsur 

fakir miskin dan orang tidak mampu diperoleh dari PP PBI Jaminan Kesehatan.  

Unsur-unsur fakir miskin dan orang tidak mampu dapat terlihat dalam Pasal 1 

Angka 5 dan Angka 6 PP PBI Jaminan Kesehatan. Pasal 1 Angka 5 PP PBI Jaminan 

Kesehatan mendefinisikan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak 

mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian 

tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 

kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan Pasal 1 Angka 5  peraturan yang 

sama mendefinisikan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata 

pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak 

namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.  



Dari temuan penulis ini, anak terlantar dan fakir miskin dan orang tidak mampu 

memiliki definisi serta unsur-unsur yang berbeda, sehingga antara kedua subjek hukum 

tersebut pun tidak dapat dipersamakan satu sama lain. Dikarenakan unsur keduanya 

tidak sama, maka temuan penulis adalah anak terlantar tidak dapat dikategorikan 

sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan. Dalam perihal pendataan, anak terlantar pun tidak dapat didata berdasarkan 

Kepmensos Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, sebab maupun fakir 

miskin dan orang tidak mampu teregister dan belum teregister tidak mengkategorikan 

anak terlantar sebagai salah satu kategori dari fakir miskin dan orang tidak mampu yang 

dapat didata.  

 

B. Anak terlantar tidak dapat memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 Angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Pasal 14 Ayat (2) UU 

SJSN berbunyi penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. 

Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran kemudian diatur 

dalam aturan pelaksananya yakni PP PBI Jaminan Kesehatan. Bantuan iuran ini 

kemudian termaktub dalam Pasal 1 Angka 3 dan Angka 4 PP PBI Jaminan Kesehatan, 

yang berbunyi bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir 

miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Kemudian 

didefinisikan bahwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang sleanjutnya 

disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai 

peserta program jaminan kesehatan.  



Berdasarkan hasil dari rumusan masalah pertama, ditemukan bahwa anak 

terlantar memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan fakir miskin dan orang tidak 

mampu yang berhak menerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sehingga anak 

terlantar tidak memperoleh perlindungan hukum dalam perolehan bantuan iuran 

jaminan kesehatan, sebab anak terlantar bukanlah fakir miskin dan orang tidak mampu 

sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan.  

Apabila anak terlantar tidak dapat didefinisikan maupun dikategorikan sebagai 

fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai subjek yang diatur dan diberikan hak 

peroleh jaminan kesehatan berupa bantuan iuran menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 

Butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan, maka pada hakekatnya anak terlantar tidak dapat memperoleh 

jaminan sosial kesehatan melalui program yang diselenggarakan berdasarkan sistem 

jaminan sosial di Indonesia, sebab tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-

undangan yang telah mengatur mengenai definisi anak terlatar serta perolehan hak bagi 

anak terlantar terkait pemberian jaminan sosial kesehatan di Indonesia, serta pemberian 

bantuan iuran jaminan kesehatan bagi anak terlantar di Indonesia.  

C. Terjadi ketidaksinkronan pengaturan berkaitan dengan anak terlantar sebagai penerima 

bantuan iuran Jaminan Kesehatan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (2) 

UNdang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sehingga 

menimbulkan kekosongan aturan sebagai dasar hukum untuk memperoleh Jaminan 

Kesehatan bagi anak terlantar. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

(UUD 1956) mengamanatkan ketentuan yang berbunyi “Negara mengembangkan 



jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Atas amanat konstitusi ini maka 

Pemerintah harus mengintegrasikan ke dalam aturan perundang-undangan dibawah 

UUD 1945 program jaminan sosial memberikan perlindungan atas dasar hukum nyata 

kepada seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali, utamanya kelompok masyarakat 

miskin dan tidak mampu melalui program pemberian bantuan iuran Jaminan 

Kesehatan. Namun disintegrasi terjadi ketika Pemerintah tidak mencantumkan 

beberapa anggota penduduk masyarakat Indonesia ke dalam golongan penerima 

bantuan iuran Jaminan Kesehatan, utamanya anak terlantar yang pada hakekatnya 

memperoleh dasar hukum Konstitusi agar diperlihara oleh Pemerintah. Fenomena ini 

tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 Angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, 

yang mengamanatkan bahwa bantuan iuran jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan 

orang tidak mampu, serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir 

miskin dan orang tidak mampu. Setelah dilakukan analisis dan penafsiran ditemukan 

bahwa fakir miskin dan orang tidak mampu yang diatur dalam aturan perundang-

undangan tidak mencakup anak terlantar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan 

Kesehatan. Atas perihal ini muncul ketidaksinkronan antara undang-undang dasar 

dengan aturan dibawahnya yakni undang-undang beserta aturan pelaksananya.  Sebuah 

norma hukum pada dasarnya harus berharmonisasi dengan norma (hukum) dalam 

konstitusi, sebab konstitusi merupakan sumber legitimasi bentuk-bentuk hukum atau 

peraturan perundang-undangan lainnya, dan produk peraturan perundang-undangan, 

haruslah menjadi cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dengan 

melanggar ketentuan yang mengamanatkan pemberian jaminan sosia kepada seluruh 



penduduk Indonesia, telah terjadi ketidaksinkronan, yang turut menimbulkan 

kekosongan hukum terkait perolehan hak jaminan sosial kesehatan bagi anak terlantar 

dengan tidak diaturnya definisi anak terlantar maupun unsur anak terlantar dalam fakir 

miskin dan orang tidak mampu yang berhak atas bantuan iuran jaminan kesehatan.  

Maka, disimpulkan oleh penulis bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 Angka 4 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan telah mengabaikan amanat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dengan tidak mencantumkan anak 

terlantar sebagau salah satu subjek hukum penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.  

 

5.2 Saran  

 
 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diajukan saran penelitian 

sebagai berikut:  

1. Disarankan kepada Lembaga Legislatif dan Eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Pusat 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi terkait 

aturan mengenai program jaminan sosial di bidang kesehatan bagi anak terlantar yang 

dalam ketentuannya tidak secara eksplisit memberikan jaminan bagi mereka sehingga 

tidak terdapat perlindungan hukum terkait pemberian jaminan kesehatan.  

2. Disarankan kepada Lembaga Legislatif dan Eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Pusat 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk melakukan amandemen 

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial karena ditemukan 

inkonsistensi dan ketidaksinkronan aturan mengenai program jaminan sosial di bidang 

kesehatan di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan 

Konstitusi (dasar hukum tertinggi) di Indonesia. Hal ini dengan tujuan untuk 



mensinkronisasi dan mengharmonisasikan pasal-pasal dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum bagi fenomena 

tertentu. Dikarenakan, dengan tidak diaturnya hak anak terlantar dalam aturan-aturan 

mengenai program jaminan sosial (kesehatan), maka telah menimbulkan kekosongan 

hukum dalam perolehan hak anak terlantar tersebut.  

3. Bagi Kementrian Sosial Republik Indonesia, agar melakukan revisi atas aturan 

pelaksana terkait pengkategorian penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

Nasional, dengan tidak hanya mencantumkan fakir miskin dan orang tidak mampu 

melainkan juga mencantumkan mengenai anak terlantar dalam kategori tersebut. Agar 

terdapat perlindungan hukum bagi mereka yang termasuk anak terlantar namun tidak 

bisa dikategorikan sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu.  

4. Bagi Kementrian Sosial Republik Indonesia, setelah dibentuknya peraturan terkait 

pemberian jaminan sosial kesehatan bagi anak terlantar, agar peraturan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik maka perlu dibentuk tim khusus dalam rangka mengevaluasi 

kinerja pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan pemberian jaminan sosial kesehatan 

kepada anak terlantar. 

5. Bagi Kementrian Sosial Republik Indonesia, untuk dilakukan pendataan jumlah anak 

terlantar di Indonesia secara terpadu, melakukan verifikasi dan validasi data jumlah 

anak terlantar di Indonesia, agar seluruh anak terlantar di Indonesia dapat memperoleh 

penyaluran program jaminan sosial kesehatan di Indonesia.  

6. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak 

terlantar untuk melakukan Judicial Review terhadap Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, 

disebabkan karena tidak dimaksukkannya anak terlantar sebagai penerima bantuan 

iuran Jaminan Kesehatan sehingga dapat menyebabkan tidak terlindunginya hak atas 



jaminan kesehatan bagi mereka. Hal ini juga menyebabkan adanya pelanggaran 

ketentuan mengenai perolehan hak konstitusional anak terlantar yakni hak atas 

pelayanan kesehatan.  

7. Bagi tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar seperti yang 

tercantum dalam Pasal 57 UU Perlindungan Anak, agar secara aktif turut serta dalam 

pendataan anak terlantar dan pendaftaran data terpadu yang dilaksanakan oleh 

Kementrian Sosial Republik Indonesia agar dapat tetap terlindungi hak atas jaminan 

kesehatan berdasarkan data yang akurat.  
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